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ABSTRAKSI

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PNPS TAHUN
1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pancasila adalah dasar nilai
kebhinekaragaman bangsa, namun kebhinekaan bangsa akhir-akhir ini mulai
mengalami kendala, Penulis mengamati dewasa ini perbedaan yang ada di masyarakat
bersifat kultural dieksploitasi ke dalam ruang pergulatan yang bersifat struktural.
Konsep hidup dalam perbedaan tanpa pemisah antar satu dengan yang lainnya
menghadapi tantangan yang tadinya hidup berdampingan menjadi berhadapan.
Semula saling melengkapi, menjadi saling menegasi schingga berdampak pada
konflik yang berbahaya terutama dalam hal keyakinan. Memang menjadi sangat sulit
dibedah antara kebebasan hidup sebagai warga negara dengan penafsiran masing-
masing sudut pandang hak Asasi Manusia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, karena penelitian ini
dilakukan studi /iterature dan dokumentasi peraturan- peraturan perundang-undangan
serta mempelajari teori-teori mau pun asas-asas yang berkaitan dengan hukum dan
keadilan John Rawls.

Ada alasan di mana UU No. 1/PNPS/1965 Pencegahan Penodaan Agama
tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia.
Negara mempunyai peran mengakui dan jaminan perlindungan yang sama semua
penganut agama. Karena PNPS ini lahir dari kondisi Negara pada saat itu diguncang
oleh gerakan-gerakan yang anti.terhadap agama. Namun seiring perkembangan jaman
muncul pasal ini di nilai sebagai pasal “karet” yang bisa menjerat siapa saja yang
mempunyai penafsiran berbeda terhadap ajaran asli. Maka dibutubkan ketajaman
dalam penafsiran atas pasal ini, schingga bisa mewujudkan keadilan dan bukan untuk
mematikan keragaman yang ada di Indonesia. Dikatakan melanggar HAM ketika
pasal ini ditunggangi oleh politik, untuk menjatuhkan lawan politik dengan
mengunakan politik identitas. Dalam Negara demokrasi sangat kentara ketika
menganut konsep suara mayoritas (suara terbanyak) dan minoritas, sehingga
kepentingan mayoritas yang lebih diutamakan namun belum jelas letak
kebenarannya. Penulis melihat sisi ketidakadilan terjadi melanggar hak-hak individu
dalam hidup bernegara di Indonesia, maka konsep ini yang akan dikaji lebih lanjut
dalam tulisan ini, melalui konsep keadilan John Rawls.

Kata Kunci : Pancasila, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan agama, Mayoritas-
Minoritas, Konsep Keadilan John Rawl




ABSTRACT

Stipulation of The President Republic Indonesia Numberl/ PNPS - 1965 on of
Prevention of misuse and / or Blasphemy Religious Domestics Reviewed from John
Rawls Theory of Justice

The State of Indonesia is a State of Law. Pancasila is the basic value of
diversity of nations, but the diversity of the nation lately began to experience
obstacles, the author observes that today the differences exist culturally exploited in
societies into the structural sphere of struggle. The concept of living in disagreement
with each other faces the challenges that once lived side-by-side. Initially
complementary, being mutually negated so that the impact on the conflict is
dangerous, especially in terms of belief. It would be very difficult to dissect the
freedom of life as a citizen with the interpretation of each human rights perspective.

The type of research used by the author is normative law, because the
research conducted is literature study and documentation of laws and regulations as
well as legislation and policy regulations. Then this concept will be studied further in
this paper, through John Rawls concept of justice.

There is a reason why Law no. 1/ PNPS / 1965 Prevention of Blasphemy
Religion does not destroy the existing religious pluralism and grow in Indonesia. The
state has a role to recognize and guarantee the same protection of all religious
followers. Because this PNPS was born from the condition of the State at that time
was shaken by movements that are against religion. However, as the era emerges this
article is a "rubber" article that can ensnare anyone who has a different
interpretation of the original doctrine. So it takes carefulness in the interpretation of
this article, in order to realize justice and not to kill the diversity that exists in
Indonesia. It is said to violate human rights when this article is ridden by politics, to
bring down political opponents by using identity politics. In a democratic country it
will be very obvious when embracing the concept of majority (majority vote) and
mincrity, so that the interests of the majority are preferred but not yet clear the truth.
The author sees the side of injustice breaking the rights of the individual in the life of
the state in Indonesia, then this concept will be studied further in this paper, through

John Rawls concept of justice.

Key: Pancasila, Law no. 1/ PNPS / 1965 Blasphemy, Majority-Minorities, Justice
Concept John Rawls
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